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’&GQM”{/ Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”

TEMA

Menyoal PengaturanTarif Transportasi Online

Pemateri

1. Ahmad Yani, ATD., MT, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda, Kementerian
Perhubungan

2. Agus Sujatno, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI)

3. Muhammad Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

Moderator : Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D., Direktur Eksekutif The Indonesian Institute
Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 28 peserta dengan berbagai latar belakang yang

Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Ahmad Yani, ATD., MT, Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda, Kementerian Perhubungan
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Adanya begitu banyak moda online berkembang dan kami sangat terbuka karena mau tidak mau harus
menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Perubahan dari manual menjadi digitalisasi agar tidak berdampak pada masalah sosial.

Adanya demo yang terjadi juga di Negara lain misalnya Amerika, Inggris, oleh karena itu dibuat
peraturan yang memayungi semua pihak.

Tarif ojek online (ojol) ini mengalami tarik menarik yang besar, satu sisi melindungi driver, aplikator,
danmasyarakat. Dalam hal ini dilakukan penentuan tarif. Ada beberapa survei online yang dilakukan
dan ditujukan untuk driver yang berjumlah 17.000 lebih.

Dari segi pendapatan driver tidak berkurang, namun jumlah tripnya yang berkurang. Bagaimana pun
dukungan terus diberikan apalagi ojol telah memberikan masyarakat lapangan kerja.

Dalam UU tidak ada angkutan umum roda dua, karena 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor
sehingga dalam UU itu bisa dijadikan angkutan umum, ini jadi dilemma, namun tetap dipikirkan
solusinya misalnya melalui Kemenkumham dan lain-lain.

Terdapat istilah diskresi untuk mengatur hal-hal yang belum diatur. Misalnya saja terkait keselamatan
penumpang yang jadi prioritas.

Yang lebih penting bagaimana membangun sistem transportasi yang layak dan berdampak signifkan
untuk membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat. Kami berharap ada yang menangani bisnis
proses untuk operator dan mitra karena payung hukum tidak cukup karena terkait tenaga kerja, ada
yang tidak bisa kami jangkau.

AgusSujatno, Pengurus Harian YayasanLembaga Konsumen Indoensia (YLKI)

v

v

Perlindungan keselataman sepeda motor ada beberapa UU. Dengan tujuan juga untuk
mengakomodir kepentingan beberapa pihak. Ketika tidak ada regulasi pemerintah tidak mau tau.
Dalam jangka pendek saat tarif murah konsumen diuntungkan, kenaikan tarif juga dilakukan untuk
mencegah predatory tarif.
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Tarif harusadakajian, misalnya ability to pay dan willingness to pay. Sehingga muncul tarif ideal dari
konsumen. Jika terkait promo itu wajar sesuai aplikator.

Satu hal yang menjadi concern adanya masalah antara driver dankonsumen. Ada survey yang kami
lakukan tentang pelanggaran hak konsumen. Pada dasarnya masing-masing aplikator-aplikator
terdapat masalah hamper sama jumlahnya.

Penentuan tarif perlu melibatkan konsumen. Dalam pelanggaran sebaiknya aplikator wajib diberikan
sanksisi apa yang mengatur perlu dipikirkan lebih lanjut.

M. Rifky Fadillah., Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

v

v

v

v

Arus globalisasi telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan dunia lebih tepatnya terjadi
disrupsi teknologi yang tidak hanya terjadi pada dunia perdagangan, misalnya Alibaba, belanja
dengan cara online namun termasuk moda transportasi berwujud salah satunya ojol.

Adanya ojol telah membuka lapangan baru dan mengurangi angka pengangguran. Omzet yang
didapat juga tinggi.

Diketahui tarif ojol telah mengalami kenaikan. Bagi driver membawa perubahan, namun bagi
konsumen menjadi sedikit lebih mahal.

Kondisi ini juga berdampak pada penurunan order, adanya regulasi berbasis prinsip diperlukan. Hal
ini untuk mencegah campur tangan level atas untuk membuat peraturan secara detail.

FORUM DISKUSI

1. M. Harun (Media Online)
Persoalan ojol sebagai konsumen diuntungkan apalagi ketikamacet. Berapa pun biaya akan kami
bayar sebagai konsumen. Namun setelah transportasi online berkembang bagaimana mengatur
sanksi perusahaan?

Tanggapan
Peraturan memang belum cukup, karena yang diatur lebih ke transportasi. Sanksi akhirnya kami
serahkan kepada Kemenaker juga KPPU, kami mencoba cari solusi dengan kementerian lain.

Catatan :
1. Rangkuman dan Materi PresentaSI THE INDONESIAN FORUM dapat dlakses di

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”,
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